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BUPATI SUMENEFP
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP

NOMOR : 188/ 1|F /KEP/435.013/2022

TENTANG

TIM REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

BUPATI SUMENEP,

bahwa dengan ditetapkan Road Map RB EKabupaten
Sumenep 2022-2026 dan Struktur Organisasi Tata Kenja
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah EKabupaten
Sumenep sesuai ketentuan Peraturan Daecrah Nomor 15
Tahun 2020 tentang Pembeptukan dan  Susunan
Ferangkat Daerah Kabupaten Sumencp, perlu adanya
tindak lanjut penyvelarasan penanggungjawab atas tugas
masing-masing Tim Reformasi Birokrasi;

bahwa berdasarkan periumbangan sebagaimana dimaksid
pada huruf a, perlu menetapkan Tim Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Sumenep vang dituangkan dalam
Keputusan Bupati Sumenep.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
REepublik Indonesia Taehun 2004 Nomor 104 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 204 lengang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah  [Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Megara Bepublik Indonesia Nomor 44.38];

Undang-Undang Momaor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran
Megara Republik  Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) schagaimana
telah diubah dengan Undang-Umdang Nomor 15 Tahun
2019 tentang Perubshan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembenrukan Peraturan Perundang-
undangan [Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 63498);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negam [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 349,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Eepublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimansa
telah diubah beberapa kalii terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas LUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 1entang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tehun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemenntahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4593);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata MNaskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Dacral;

Peraturan Menteri Fendayvagunasn Aparatur Negara dan
Feformasi Birokrasi tentang Pedoman Pengembangan
Budava Kerja [Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor Tal);

Peraturan Menteri Pendayvagunasn Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyvusunan Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1538);

Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 20153 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah  dengan  Peraturan  Menteri
Dalam Negen Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomaor 157);

. Peraturan Menteri Pendayagunasn Aparatur Negara dan

Reformasi Rirokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Pedoman Evaluasi Pelaksanaasn Relormasi Birokrasi (Berita
Mepgara Republik Indonesia Tohun 2020 Nomor 442);
Feraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tabun
2020 temang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Eabupsaien sSumenep (Lembsaran Dacrah
Kabupaten Sumenep Tahun 2041 Nomor 1);

Peraturan Daerash Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Sumenep 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);

. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun

2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten
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Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);

Peraturan Bupati Sumenep Nomor 85 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Dacrah Kabupaten Sumenep
Tahun 2021 Nomor 83);

Peraturan Bupati Sumenep Nomor 86 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan OUrganisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kena Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep (Berita
Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor B6);
Peraturan Bupati Sumenep Nomor 88 Tahun 2021 tentang
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten
Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021
Nomor 848);

Peraturan Bupati Sumenep Nomor 95 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasl, Tugas dan Fungsi scrta
Tara Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Sat Pintu dan Tenaga Kerja Kebupaten Sumenep (Berita
Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 95);

. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 98 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021
Nomor 9&);

Peraturan Bupati Sumenep Nomor 104 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep
Tahun 2021 Nomor 10<4);

Peraturan Bupati Sumenep Nomor 106 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kega Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten
Sumenep Tahun 2021 Nomor 106);

Peraturan Bupati Sumenep Nomor 107 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungasi serta Tata Kerja Badan Kepegawaion dan
Pengembangen Sumber Daya Manusia Kabupaten
Sumenep (Berita Dacrah Kabupaten Sumenep Tahun 2021
Nomor 107];

Peramuran Hupau Sumenep Nomor 116 Tahun 2021
entang Hoad Map Reformasi Birokrasi Tahun 20022-2026
(Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor
116).

MEMUTUSKAN

Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Sumenep dengan susunan | Keanggolaan —sebagaimans
tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan Keputusan ini

Menugaskan kepada Tim Reformasi sebagaimana dimaksud
dalam Diktum Pertama, untuk :

1.

Tim Pengarah :

A. memberikan arahan atas pengelolaan  reformasi
birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumenep kepada Tim
Pelaksana;



b,

memberikan persetujuan atas rancangan/rumusan
kebijakan reformasi birokrasi Pemenntah Kabupaten

Sumecncp,

2. Tim Pelaksana :

B.

Ketua :

1} memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan
tugas Tim Reformasi Birokrasi;

2) mengoordinasiken Kelompok Kerja (Pokjal bescrta
Aangegota T,

3) merencanakan  dan  melaksanakan | program
reformasi birokrasi;

4) mensinergikan pelaksanaan  program  Heformas
Birokrasi dengan kebijakan Bupati Sumenep;

3} mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan
tugas Tim Reformasi Birokrasi;

f) menvampaikan laporan hasil  pelaksanaan
Reformasi Birnkrasi kepada Tim Pengarah.

Sekretaris ¢

1) membantn tugas Tim Pelaksana dalam memimpin
dan mengoordinasikan  pelaksanaan tugas Tim
Reformasi Birokrasi;

2] melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh Ketua
Tim Pelaksarna.

3. Kelompok Kerja I (Area Manajemen Perubahamn)

a.

e B e

memastikan Tim reformasi birokrasi telah
melaksanakan tugas sesual rencana kerja  serta
menindaklanjuti hasil evaluasi;

mengevaluasi rencana kerja dan monitoring tindak
lanjut hasil evaluasi;

melaksanakan sosialisasi/internalisasi road map/
rencana kerja reformasi birokrasi;

melaksanakan road map reformasi birokrasi;
pemantauan pelaksanaan PMPRE;

fasilitasi keterlibatan pimpinan tertinggi secara aktif
dan berkelanjutan dalam pelaksapnasn reformasi
birokrasi;

menyediakan media komunikasi vang cakupannvsa
menjangkan  seluruh pegawai  dan pemangku
kepentingan;

fasilitasi upaya menggerakkan organisasi  dalam
melakukan perubaan melalui pembentukan agent of
change/ role model dan Pengembangan Budava Kerja,

4. Kelompok Kerja Il {Deregulasi Kebijakan)

A,

melaksanakan  identifiksi, analisa dan  pemetaan
lerhadap  seluruh  peraturan perundang-undangan
vang tidak harmonis/ sinkron;

menindaklanjuli hasil penataan Perundang-undangan
vang tidak harmonis/sinkron;

pengendalian penyusunan  peraturan  perundang
undangan vang mensvaratkan adanya Rapat
koordinasi, Naskah Akadcmis/ kajian/policy paper,
dan paraf koordinasi;

mengevaluasi pelaksansan  sistem  pengendabian
PENVUSUNAN peraturan perundang-undangan;
melaksanakan kegiatan-kepgiatan lain yvang berkaitan
dengan area Deregulasi Kebijakan.
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Kelompok Kerja [ [Area Penataan dan Penguatan
Organisasi

a

¥

Een

melaksanakan evaluasi kepada sclurmah Perangkat
Daerali (PD) untuk menilai ketepatan fungsi dan
ketepatan ukuran organisasi;

melaksanakan evaluasi kepada selurub PD untuk
mengukur jenjang organisasi;

melaksanakan cvaluasi kepada seluruh PD untuk
menganalisa kemungkinan duplikat fungsi;
melaksanakan evaluasi kepada selurubh PD untuk
menganalisa satuan organisasi yvang berbeda tujuan
namun ditempatkan dalam satu kelompok;
melaksanakan evaluasi kepada seloruh PD untuk
menganalisa  kemungkinan adanya pejabat  yang
melapor kepada lebih dan seorang atasan;
melaksanakan cvaluasi kepada seluruh PD O ountuk
menganalisa kesesuaian struktur organisasi  dengan
kinerja vang akan dihasilkan;

melaksanakan evaluasi kepada seluruh PD atas
kesesuaian struktur organisasi dengan mandat;
melaksanakan evaluasi kepada seluruh PD untuk
menganalisa kemungkinan tumpang tindih  fungsi
antar OPD;

melaksanakan evaluasi kepada seluruh PD untuk
meénganalisa kemampuan struktar organisasi untuk
adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis;
menindaklanjuti hasil evaluasi dengan mengajukan
perubahan organisasi;

melaksanakan Analisa jabatan dan Amnalisa beban
kerja kepada seluruh jabatan;

melaksanakan penghitungan kebutuhan pepawai di
seluruh unit organisasi;

menyusun dan menformalkan proveksi kebutuhan 5
tahun;

menghitung dan menformalkan perhitingan formasi
jabatan wvang menunjang kinerja utama seluruh
instansi,

menyusun  penetapan  kebijakan tentang standar
kompetensi jabatan;

menyusun informasi faktor jabatan;

menctapkan peta jabatan seluruh unit organisasi;
menetapkan kelas jabatan seluruh unit organisasi;
melaksanakan kegiatan-kegiatan lain vang berkaitan
dengan area Penataan dan Penguatan Organisasi.

Kelompok Kerja IV (Area Penataan Tatalaksana)

.
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melakukan pendampingan kepada seluruh PD untuk
pembuatan peta proses bisnis vang sesuai dengan
tugas dan lungsinya;

menjabarkan selurubh peta proses bisnis PD kedalam
S0P,

memastikan seluruh POy menerapkan SOF;

melakukan evaluas! terhadap efisiensi dan efektifitas
peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh
hasilnya telah ditindaklanjuti;

memastikan dokumen Arsitektur SPBE Pemerintah
Daerah telah berpedoman pada Arsitektur SPBE
Nasional;



menylapkan dokumen Peta Rencana SPBE Pemerintah
dacrah serta melakukan pemutakhiran dokumen Peta
Rencana SPBE scbagai tindak lanjut hasil reviu dan
evaluasi;

melakukan revia dan evaluasi dokumen Arsitektur
SPBE secara periodik;

melibatkan seluruh pimpinan dalam péembentukan
Tim Koordinasi SPEE Pemerintah Daerah;
melaksanakan tugas sesuai program  kerja  Tim
Koordinasi SPHE Pemerintah  Daerah  dan
mengkoordinasikan  kepada semua  unit kerja
Pemerintah Daerah;

melakukan reviu dan evaluasi program kerja dan
pelaksanaanya;

memastikan Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik
memberikan  penggguna  erkait | kearsipan  dan
berkolaborasi dengan layanan elektronik lain;
melakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan
evaluasi Lavanan Kearsipan Berbasis Elektronik
terhadap perubahan lingkungan, peraturan
perundang-undangan, teknologi atau kebutuahn
instansi Pemerintah Daerah;

. melakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan

evaluasi Layanan Perencanaan, Penganggaran dan
Kincrja Berbasis Elektronik terhadap perubahan
lingkungan, peraturan perundang-undanga, teknologi
atau kebutuahn instansi Pemerintah Daecrah;
melakukan perbaikan berdasarkan hasil reviu dan
evaluasi Layanan Publik Berbasis Elektronik terhadap
perubahan  lingkungan, peraturan  perundang-
undangan, teknologi ataun  kebutuban  instansi
Femerintah Daerah;

penctapan kehijalkan tentang KIP Vang
mengidentifikasikan informasi vang dapat diketahui
oleh publik dan mekanisme penvampaian;

fasilitasi melakukan monitoring dan  evaluasi
pelaksanaan kebijakan tentang KIP;

melaksanakan kegiatan-kegiatan lain vang berkaitan
dengan area Penataan Tatalaksana.

Kelompok Kerja V [Area Penataan Sistem Manajemen
Sumber Daya Manusia Aparatur)

1

b
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menyvasun dan menformalkan rencana redistribusi
pegawal,

menvebarluaskan pengumuman penerimaan pegawai
melalai berbagai media;

pendaftaran penerimaan pegawai dilakukan secara
enline dan segera menginformasikan kepastian status
pendaftaran,

memastikan sctiap persvaratan  administras:  dan
kompetensi jelas serta memberikan kesempatan yang
lauas kepada masyarakat;

melaksanakan proses seleksi vang jelas kriteria dan
prosesnya, Gdak  terjadi KKN @ dan  dapat
dipertanggungjawablkan;

pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara
terbuka dan dapat diakses oleh publik dengan mudah;
melakukan assessment kepada seluruh pegawai;
mengidentifikasi kebutuhan pengembangan
kompetensi kepada seluruh pegawai;
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menyusun  rencana  pengembangan  kompetensi
seluruh pegawai;

melaksanakan pengembangan berbasis kompetensi
kepada scluruh pegawal sesuai dengan rencana dan
kebutuhan pengembangan kompetensi;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan
pegawai berbasis kompetensi secara berkala;
menyusun penetapan  kebijakan tentang promosi
jabatan terbuka;

. pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan  tingg

dilakukan melalui promosi terbuka;

pelaksanaan promosi dilakukan secara kompetitif dan
penilaian secara objekf;

menyusun penelapan panitia seleksi yang berasal dari
pihak-pihak independent;

melaksanakan Pengumuman secara terbuka melalui
media IT;

mencrapkan penetapan  kinerja  individu  kepada
seluruh pegawal;

menerapkan penilajan kinerja individu yang terkait
dengan kinerja organisasi,

memastikan kinera individu selurub pegawal sesuai
dengan indikator kinerja di atasnva;

melaksanakan pengukuran kinerja individu secara
bulanan;

melaksanakan monev atas pencapaian kinerja idnividu
secara berkala;

hasil penilaian  kinerja individu dijadikan dasar
pengembangan karir;

menjadikan capaian kinerja individu sebagai salah
satu dasar pemberian tunjangan kinerja;

menyusun penctapan kebijakan tentang disipling kode
ctik/ kode perdlaku pegawai;

mengimplementasikan aturan disipling kode etik/ kode
perilaku instansi kepada seluruh unit organisasi;
melaksanakan monitoring  dan cvaluasi | atas
pelaksanaan aturan disiplin/ kode etikfkode perilaku
instansi secara berkala;

pemberian sanksi dan reward kepada seluruh unit
organisasi;

membangun sisten informasi sesuai kebutuhan;
mensosialisasikan cara mengakses sisten informasi
kepegawaian kepada seluruh pegawai;

melakukan pemutakhiran sIRtEm informasi
kepegawaian,

menjadikan sistem  informasi kepegawaian sebagai
pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM;
melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan
dengan area Penataan Sistem Mangjemen Sumber
Daya Manusia Aparatur.

Kelompok Kerja VI [Area Penguatan Akuntabilitas)

Y
b
c.

d.

melibatkan seluruh pimpinan dalam penyusunan
perencanaan pembangunan daerah;

melibatkan seluruh  pimpinan dalam penyusunan
penetapan kinerja;

melibatkan seluruh pimpinan dalam pelaksanaan
pemantauan pencapaian kinerja secara berkala;
melaksanakan upava peningkatan kapasitas 35DM
yang menangani akuntabilitas kinerja,
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menyusun dokumen pedoman skuntabilitas kinerja;
mengimplementasikan dan mengintegrasikan sistem
pengukuran kinerja berbasis elektronik:
mensosialisasikan cara mengakses sistem pengukuran
kinerja  berbasis  elektronik  kepada selurub  unit
organisasi;

melaksanakan pemutakhiran data kinerja setap
bulan;

melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan
dengan area Penguatan Akuntabilitas.

Kelompok Kerja VI {Area Penguatan Pengawasan)

H.
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menyusun penetapan kebijakan tentang penanganan
gratifikasi;

melakukan public campaign secara berkala;
melaporkan secara berkala tentang praktek gratifikasy;
melakukan evaluasi atas  kebijakan penanganan
gratifikasi;

menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan
gratifikasi;

menyusun penetapan kebijakan tentang SPIF,;
memastikan seluruh  unit organisasi membangun
lingkungan pengendalian;

melaksanakan penilaian resiko atas organisasi kepada
seluruh unit organisasi;

melakukan kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir resiko vang telah diidentifikasi;
menginformasikan dan mengkomunikasikan 3Pl vang
telah diidentifikasi kepada pihak terkait;

melakukan monitoring dan evaluasi 8Pl secara
berkala;

menyusun penetapan kebijakan tentang penanganan
pengaduan masyarakat;

. mengimplementasikan PeNANZANADL pengadusn

MmASyArakal;

menindaklanjuti seluruh hasil penanganan pengacduan
masyvarakat;

monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan
masyarakat secara berkala;

menindaklanjuti  hasil evaluasi atas penanganan
pengaduan masyarakat;

menyusun penetapan kebijakan ientang WBS;
mensosialisasikan WBS  kepada seluruh  unit
OTEANISAS];

mengimplementasikan WHBS;

monitoring dan evaluasi WBS secara berkala;
menindaklanjuti hasil evaluasi atas WBS;

menyusun penctapan kebijakan tentang Penanganan
Benturan Kepentingan,

mensosialisasikan Penanganan Benturan Kepentingan
kepada seluruh unit organisasi;

mengimplementasikan Penanganan Benturan
Kepentingan;

monitoring dan  evaluasi Penanganan  Benturan
Kepentingan secara berkala;

menindaklanjuti hasil evaluasi atas Penanganan
Benturan Kepentingan,

menyusun dokumen pencanangan zona integntas,
menyusun surat keputusan tentang penetapan OPD
menjadi zona integritas;
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melakukan pembangunan zona integritas secara
intensif;

monitoring dan evaluasi zona integritas secara berkala;
melakukan pendampingan dan pembinaan kepada
unit organisasi untuk mendapatkan predikat menuju
WBEM;

tndak lanjut seluruh rekomendasi yvang memeriukan
komitmen pimpinan dalam 2 tahun terakhir;

. memastikan  penanganan  pengawasan  infernal

dilakukan oleh SDM vang kompeten balk secara
kuantitas maupun kualitas;

. memastikan APIF didukung dengan anggaran yang

memadat;

melaksanakan fungsi pengawasan internal berfokus
pada client dan audit berbasis resiko;

melaksanakan keglatan-kegiatan lain yang berkaitan
dengan area Penguatan Pengawasar,

Kelompok Kerja VII [Area Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik)

menyusun penetapan  kebijakan tentang standar
pelayanan publik terhadap seluruh jenis pelayanan,
dan sesuai msas serta komponen standar pelayanan
publik vang berlaku;

memaklumatkan standar pelayanan publik  pada
scluruh jenis pelayanan;

melaksanakan reviu dan perbaikan standar pelayanan
publik dengan melibatkan  stakeholder, scrta
memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan
masvarakat

melaksanakan sosialisasi/pelatihan dalam upaya
penerapan budaya pelayanan prima;

memastikan semua informasi pelavanan unit-unit
layanan dapat diakses melalui berbagai media;
menyLUsiun penetapan kebijakan teniang
sigtem/reward hagi  pelaksana layanan  yang
memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil
penilaian pengguna layanan;

menvusun penctapan kebijakan tentang pemberian
kompensasi kepada penerima lavanan yang tdak
sesuai standar;

menginternalisasikan  seluruh  pelavanan  secara
terpadu dan memastikan sarana prasarana layanan
memenuhi standar sarpras;

menginternalisasikan kepada unit-unit layanan untuk
menciptakan inovasi pelayanan vang bermaniaat bagl
penerima pelavanan;

menginternalisasikan kepada unit organisasi untuk
menvedinkan media pengaduan pelayanan secara jelas
dan terbuka;

merumuskan penetapan unit pengelola pengaduan
terpadu;

menindaklanjuti atas selurub pengaduan pelayanan
untuk pebaikan kualitas pelayanan;

. melaksanakan  evaluasi  Secara berkala atas

penanganan keluhan/masukan;

melaksanakan survey kepuasan MASVArHkAl Secara
berkala;

menyiapkan media untuk mengakses data hasil survey
kepuasan masvarakat;



p.
.

ketiga : Dalam

menindaklanjuti  seluruh  hasil  survey kepuasan
masyarakot;

menyusun penctapan kebijakan tentang rencana
pencrapan tcknologi  informasi dalam pembenan
pelayanan;

menginternalkan  kepada  unit  organisasi | untuk
menerapkan teknologi informasi dalam pemberian
pelayanan; |

melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan
dengan area Peningkatan Kualitas Pelavanan Publik.

melaksanakan tugasnya, Tim Reformasi Birokrasi

sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua,
bertanggungjiawab dan melaporkan  hasil pelaksanaannya
kepada Bupati Sumenep.

Keempat . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Diiﬂmpkn.n di : Sumenep

zeal |, MAR 2022
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tusan Bupati Sumensp
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SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

A, Koordinator

B. Anggota

HEDUDUKAN
NO. e JABATAN DALAM DINAS
| 1. | TIM PENGARAH |
A. Pembina | Bupati Sumenep
Pembina [1 Wakil Bupati Sumenep
B. Ketua Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep
C. Anggota 1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum
dan Politik
2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan
dan Keuangan
3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan |
Sumber Daya Manusia
Io. | TIM PELAKSANA
A, Ketua Asistenn  Administrasi Umum  Sekretans
Daerah
B. Sekretaris | Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Dacrah
= =i
III. | KELOMPOK KERJAI:
' Manajemen Perubahan
A. Koordinator | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
| Rakyat Sekretaris Daerah
I
B. Anggota 1. Kepala Bagian Tata  Pemerintahan
Sckretariat Daerah
2. Kepala Bagian HKescjahteraan Hakyat
Sekretariat Dacrah
3, Inspektur Daecrah Pembantu  Investigasi |
dan  Pengaduan  Masyarakat  pada
Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep
4, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi
Publik pada Dinas Komunikasi dan
Informatika
5. Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi
Hirokrasi/Analis Kebijakan Ahli Muda
pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
IV. | KELOMPOK KERJA II :
Kebijakan

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Dacrah

1,

Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-
undangan/ Perancang Peraturan
Perundang-undangan pada Bagian
Hukum Sckretariat Daerah

Kepala Sub Bagian Bantuan
Hukum/Penyuluh Hukum Ahli  Muda
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah




3. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan
Informasi/ Penyuluh Hukum Ahh Muda
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

VIl. | KELOMPOK KERJA V :

KELOMPOK KERJA III :
Penataan dan Penguatan

Organisasi - .
A. Koordinator Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analis
Jabatan/Analis Kebijakan Ahli Muda pada
Bagian Organisasi Sckretariat Daerah

|

B. Anggoia 1. 1 [matu) orang Pelaksana/Analis
Kelembagaan pada Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah

2. 1 (satu) erang Pelaksana/Analis Analisis
Jabatan pada Bagian  Organisasi
Seckretariat Dacrah

KELOMPOK KERJA IV :

' Penataan Tatalaksana
A, Koordinator Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Dacrah
H. Anggota |
1. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika
2. Kepala  Dinas  Perpustaksan  dan
Kearsipan

3. Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan
Tata Laksana/Analie Kebijakan Ahli
Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat
Dacrah

| Penataan Sistem
Manajemen Sumber
Days Manusia Aparatur
A. Koordinator Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Dava Manusia

B. Anggota 1. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur
dan Penghargaan pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

2. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Pemberhentan dan Informasi pada
Badan Kepegawaian dan Pengembangan
| Sumber Daya Manusia
4. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur
pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

KELOMPOK KERJA VI: |

Penguatan Aluntabilitas |

A. Koordinator Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah

3. Kepala Bidang Pengadaan, |




H. Anggota | 1. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan |
Keuangan dan Aset Daerah

2, Inspektur Pembantu Il pada Inapekiomt
Daerah Kabupaten Sumenep

3. Kepala Bidang Perencansan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah pada Badan Perencanaan
Pembangunan Dacrah

4. Kepala Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah

5. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber
Dayva Alam pada Badan Perencanaan
Pembangunan Dacrah

6, Kepala Bidang Infrastruktur dan
Kewilayehan pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah I

7. Kepala Bidang Penelitian dan

Pengembangan pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
KELOMPOK KERJA VII:
. Penguatan Pengawasan
A. Ketua Inspektur Daerah Kabupaten Sumenep
B. Anggota 1. Inspektur Pembantu | pada Inspektoral
Daerah Kabupaten Sumenep
2. Inspekiur Pembaniu Il pada Inspektorat
Daerah Kabupaten Sumenep
3. Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat
Daerah Kabupaten Sumenep
EKELOMPOK EKERJA VIIIL:
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
A, Koordinator Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal
Pelavanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga
Kena
B. Anggota 1. Kepala Dinas Pendidikan

2. Kepala Dinas Kesshatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

3. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

4, Kepala Dinas Hependudukan dan
Pencatatan Sipil

5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian

f. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah




